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Yth : Saudara Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Sumatera Barat
di-

Padang.
Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di lingkungan KPU. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara
Laporan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2025, sebanyak 1 (satu) buah laporan.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :

1, Bapak Ketua KPU RI di Jakarta;

@ Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr Wb...

Pelayanan PPID setiap tahun wajib dilaksanakan dan dilaporkankan oleh
setiap Instansi Pemerintah atau Badan Publik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Laporan PPID
KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 kepada Komisi Informasi
Sumatera Barat dan KPU Propinsi Sumatera Barat. Melalui Laporan ini, akan
menggambarkan proses pelayanan publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Padang Pariaman selama Tahun 2025 dan juga dilengkapi dengan Administrasi
Pelayanan dan Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelayan publik.

Pada akhirnya kami mengucapkan selamat membaca Laporan PPID KPU
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini, semoga Allah SWT senantiasa
memberikan ilmu yang bermanfaat dan petunjuk kepada kita semua. Amin Ya
Rabbal Alamiin...

Wassalamu’alaikum Wr Wb
:Junaidi

Pejabat PPID
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretariat : Padang Baru No 11 Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ( PPID )
TAHUN 2025

I. Latar Belakang Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator
dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ),
transparan dan akuntabel karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak
setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai
ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara
itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sendiri telah
dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia ( Perki ) Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat Undang-
Undang ini, setiap badan publik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)
haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di

akses dengan mudah.

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung
keterbukaan informasi publik telah terlihat semenjak tahun 2010, di mana
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai secara intens melakukan penyusunan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung pengelolaan
dan pelayanan informasi, baik di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan



Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Penyusunan PKPU
terus dilakukan dengan melibatkan Komisi informasi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar
Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan
Pemilihan.

Dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengeloaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Padang Pariaman juga mengeluarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 197
Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman. Selanjutnya disusul dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman, PPID KPU Kabupaten
Padang Pariaman melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk
memperoleh data dan informasi publik tentang pemelihan umum dan
pemilihan. Dan sampai saat ini pada setiap jenjang di jajaran KPU RI, KPU
Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah diberikan arahan untuk membentuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda
terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Sebagaimana diketahui
bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sedangkan informasi



publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1. Asas dan Tujuan
1.1 Azas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang

1.2

Pariaman adalah :

a.
b.

Bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
Pemohon memperoleh informasi dengan cepat, tepat waktu, tanpa
biaya, akurat dan dengan cara sederhana;

Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia
sesuai Undang-Undang, kepatutan, serta didasarkan hasil

Pengujian Konsekuensi.

Tujuan layanan informasi publik adalah :

a.

Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses
informassi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman;
Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya berpartisipasi
dalam Pemilu;

Mewujudkan penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Padang
Pariaman secara transparan, efektif, dan efesien, akuntabel, serta
dapat dipertanggungjawaban;

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang
berkualitas;

Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kabupaten

Padang Pariaman.

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam Penyusunan Laporan Layanan

Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

ini adalah kegiatan PPID yang sudah berjalan pada Tahun 2025, ini
mencakup mekanisme pelayanan informasi kepada pemohon secara

cepat, akurat dan tepat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Laporan ini yang menjadi dasar hukumnya

adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

441 /Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyedia Data dan
Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan KPU;

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

UmumKabupaten /Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan



Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 2109 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota:

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 04 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang
Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Pariaman di bentuk pada bulan April 2015 melalui
Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2015 tanggal 29 April 2015 tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang dirubah terakhir kali
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 04 tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor
12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan komposisi yang terdiri dari

Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim



Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi. Yang ke semua struktur tersebut bertanggung
jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman. Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan unit yang bertanggung jawab
untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu
dan pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman. Laporan ini disusun untuk
memberikan gambaran pelaksanaan tugas PPID KPU Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025, meliputi jumlah permohonan informasi yang diterima,

pelayanan informasi, dan penggunaan anggaran.

a) Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman menggunakan Ruang
Recepsionis untuk desk pelayanan informasi publik dengan sarana seperti meja
recepsionis, kursi, dan perlengkapan administrasi lainnya karena keterbatasan
ruangan yang tersedia. Dan untuk bank data serta petugas pelayanan
dokumen PPID berada pada Kasubag Perhubmas dan SDM. Kondisi yang serba
minim ini, bagi PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman bukan merupakan
suatu hambatan dalam melaksanakan pelayanan karena yang terpenting
adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna
mendapatkan akses informasi dan data yang diperlukan/butuhkan. Peralatan
kantor termasuk Alat Tulis Kantor, Komputer, Laptop, Printer, dan perangkat
pendukung lainnya untuk mendukung pelayanan informasi. Media komunikasi
seperti email dan platform media sosial untuk memudahkan akses informasi
seperti facebook, instagram, dan youtube KPU Kabupaten Padang Pariaman.
Websire resmi sebagai pusat informasi daring bagi masyarakat.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan informasi
publik pada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dirasa
cukup untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terlaksana
dengan baik yang terdiri dari 5 orang Ketua, Anggota KPU sebagai Pembina, 3
orang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, 1 orang Atasan PPID, 1 orang

PPID, 4 orang Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, 4 orang



Staf Pelayanan Informasi Publik, yang terdiri dari 2 orang PNS Organik dan 2
orang ASN PPPK sebagai petugas desk pelayanan. Pelatihan dan pengembangan
SDM seperti Bimbingan Teknis untuk operator PPID dilakukan secara berkala
oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat sekali dalam setahun. Berikut
petugas PPID dan Bank Data dengan kualifikasi ijazah sebagaimana
dituangkan pada tabel di bawah ini :

Kualifikasi Jabatan
No Nama T h) Jabatan PPID Ketera
1 | ZAINAL ABIDIN, SH S.1 Ketua Pembina
2 | ROZA MENDES, S. Sos S.1 Anggota Pembina
3 | DONI EKA PUTRA, S. PD S.1 Anggota Pembina
4 | SUTAN SYARIF HIDAYAT, SE S.1 Anggota Pembina
5 | WINDA ARIANTI, S. Si S.1 Anggota Pembina
Bl . 880 &TPPI
6 | TRES NATALIA SITUMORANG S.1 Sekretaris Atasan PNS
' PPID& TPPI .
Organik
7 | JUNAIDI, S.Pd S.1 JF PKP 1,;';1??%‘ PNS
Organik
8 Kasubag PNS
GUSTAMAR, S. Sos, M.IP S.2 Perhubmas TPPID Oramris
dan SDM gan
Kasubag
9 | AKHIRULSYAH, SH S.1 s TPPID PRSI
Kasubag
10 | SULAS SRI NETTI, SH S.1 Teknis dan TPPID PNS
Hukum Organik
11 | DEDI TRIRALMAIDI, S.IP, M.Si S.2 Kasubag TPPID PNS
Rendatin i
Organik
12 | SuUCI PRIMASARY, S. Pt S.1 Staf Desk PPID PNS
Organik
13 | SILVIA ROZA, A.Md D.3 Staf Desk PPID PNS
Organik
14 | ARIADI RAHMAN, S.Kom S.1 Staf Desk PPID PPPK
15 | ZULHENDRI, SP S.1 Staf Desk PPID PPPK

Adapun Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025 dapat digambar pada bagan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

9 PEMBINA PPID : a. ZAINAL ABIDIN, SH Ketua KPU
: b. ROZA MENDES, S. Sos Anggota KPU
: c. DONI EKA PUTRA, S. Pd Anggota KPU
: d. SUTAN SYARIF HIDAYAT, SE Anggota KPU
: e. WINDA ARIANTI, S. Si Anggota KPU

2. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

a. WINDA ARIANTI, S. Si ( Divisi Sosialisasi, SDM, dan Sosdiklih Parmas )
b. TRES NATALIA SITUMORANG, SH ( Sekretaris KPU Kab. Pdg Pariaman)
c. JUNAIDI, 8. Pd (Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda)

3. ATASAN PPID : TRES NATALIA SITUMORANG, SH (Sekretaris)
4. PPID : JUNAIDI, S.Pd (JF Penata Kelola Pemilu Ahli Muda)
S. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

GUSTAMAR, S. Sos, M. IP (Kasubag Perhubmas dan SDM)
AKHIRULSYAH, SH ( Kasubag KUL)

SULAS SRI NETTI, SH (Kasubag Teknis dan Hukum)
DEDI TRIRALMAIDI, S.IP, M.Si (Kasubag Rendatin)

aoop

6. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. SUCI PRIMASARI, S.Pt
b. SILVIA ROZA, A.Md

c. ARIADI RAHMAN, S. Kom
d. ZULHENDRI, SP

c). Anggaran Pelayanan PPID

Berdasarkan semangat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dengan motto PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman
yaitu “Pelayanan Prima dan Menyenangkan” dan kami siap melayani
masyarakat. Melalui semangat motto itulah kami dari Tim PPID KPU

Kabupaten Padang Pariaman tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat



yang membutuhkan data dan informasi. Memang PPID ini belum didukung oleh
anggaran yang memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana, peralatan
dan mesin dalam pelayanan PPID prima, serta belanja modal untuk pembuatan
ruang pelayanan PPID. Namun semua itu, tidak mengurangi semangat kami
dalam memaksimalkan motto pelayanan prima tersebut. Oleh karena itu
dukungan anggaran sangat menentukan kepada kualitas pelayanan informasi

kepada badan public dan masyarakat.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sampai pada tanggal 31 Desember Tahun 2025 ini, Pengelolaan
Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah menerima 8 (delapan)
orang permohonan informasi publik. Semua permohonan telah diproses sesuai
14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik dan semuanya dapat dikabulkan. PPID juga

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor tentang

menyediakan layanan konsultasi melalui media sosial, email, dan tatap muka

langsung di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut rincian jumlah informasi yang diminta dan dikabulkan sampai bulan
Desember 2025, dan dapat dituangkan dalam tabel di bawah ini :

No Tanggal Nama Instansi Informasi yang diminta
; : - Data Pemilih Disabilitas
1 |20/02/2025 | Artinaldi Pokmas Pilkada Tahun 2024
Mahasiswa STIA | - Data Rekapitulasi Hasil

2 |20/02/2025

Putri Handayani

BMN Pariaman

Pilkada Tahun 2024

3 |21/02/2025

Gema Sudarta

DPMD Padang
Pariaman

- Rekap DPT dan TPS se
Kab. Padang Pariaman

4 |26/06/2025

Syahrial

TNI Kodim 0308

- Data PenetapanCalon
Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Padang

Penaman Pariaman Pemilu Tahun
2024
SK Penetapan Hasil Pemilu
5 | 04/07/2025 | Khalilurrakhman | PKS Anggota DPRD Kab. Padang
Pariaman Tahun 2024
Mahasiswa STIA | - Data Rekapitulasi Hasil

6 |09/10/2025

Putri Handayani

BMN Pariaman

Pilkada Tahun 2015.
- Data Partisipasi Pemilih




Pilkada Tahun 2015.

Minta Surat Keterangan
Pernah mencalon sebagai
7 |17/11/2025 | Herman Harun Pensiunan PNS Wakil Bupati Padang
Pariaman Pilkada Tahun
2005.

- Data Pemilih Pilkada
Tahun 2024

- Profil Partai Pengusung

Mahasiswa Suhatri Bur Pilkada 2024

Unand Padang - Nama Tim Sukses Suhatri
Bur Pilkada 2024

- Perolehan Suara Suhatri
Bur Pilkada 2024

8 | 17/12/2025 | Fahmega Elia

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikelompokkan pemohonan informasi publik
berdasarkan Instansi Pemohon dan Jumlah Informasi yang diminta, serta
Persentase Informasi yang diminta kepada PPID KPU Kabupaten Padang
Pariaman selama pelaksanaan pelayanan prima sampai bulan 31 Desember
2025 adalah sebagai beikut :

No Instansi/Badan Publik T
Jumlah Presentase

3 Mahasiswa 3 37.5%

2. Partai Politik 1 12,5%

3. Instansi Pemerintah 2 25%

4. Media/Wartawan 0 0%

5. Swasta /Wiraswasta 2 25%
JUMLAH 8 100 %

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dengan Motto “Pelayanan Prima dan Menyenangkan” sampai tanggal
31 Desember Tahun 2025, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman tidak menemukan adanya laporan dari pemohon yang mengajukan
keberatan ataupun sengketa informasi kepada Komisi Informasi Propinsi

Sumatera Barat.

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi
Publik




Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman mengalami sedikit kendala antara lain:

1.

Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan prima dalam
motto pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman seperti ruang
khusus PPID, huruf braille bagi penyandang disabilitas;

Belum semua data diserahkan oleh Tim Penghubung Penyedia data dan
dokumentasi (Sub Bagian masing-masing) kepada Tim data PPID,;

Perlu kerjasama tim yang baik antara PPID dengan Tim penghubung
penyedia informasi dan dokumentasi pada internal PPID KPU Kabupaten
Padang Pariaman karena ada beberapa permohonan yang menunggu data

terlalu lama karena belum tersedianya data yang dibutuhkan pemohon;

. Keterbatasan Anggaran yang dialokasikan oleh KPU RI kepada KPU

Kabupaten/Kota karena efesiensi anggaran akibat dari kebijakan

Pemerintah.

V1. Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan
Informasi

|

Harus tersedia Anggaran yang cukup untuk pembuatan ruang dan biaya

operasional pelayanan PPID;

2. Adanya ruang PPID yang kondusif untuk mewujudkan motto pelayanan
PPID yaitu : Pelayanan Prima dan Menyenangkan”.

3. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan PPID secara baik
dan lengkap;

4. Melakukan sosialisasi bersama dengan KPU RI, KPU Propinsi, KPU
Kab/Kota, Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan OPD lainnya untuk
lebih popular PPID pada setiap instansi;

5. Melakukan Evaluasi terhadap disiplin dan Pelayanan PPID;

VII. Penutup

Pelaksanaan Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman sampai

tanggal 31 Desember 2025 telah berjalan dengan baik dan lancar. Ke depan
PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman akan terus berupaya meningkat



kualitas layanan untuk mendukung KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai
Badan Publik yang Informatif.

Demikian Laporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan PPID KPU
Kabupaten Padang Pariaman sampai tanggal 31 Desember 2025 ini dibuat,
sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Pelayanan PPID baik secara
internal maupun eksternal dalam rangka memenuhi kewajiban PPID
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang kebebasan informasi publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/KIP
Kabupaten/Kota Aceh. Dengan diselesaikannya Laporan PPID ini, semoga
bermanfaat untuk internal KPU Kabupaten Padang Pariaman maupun untuk
instansi diluar Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masa yang akan datang. Dan ucapan
terima kasih kepada Ketua, Anggota, Sekretaris, para Kasubag, Staf PPID, serta
Staf KPU Kabupaten Padang Pariaman yang telah membantu sukses dan

lancarnya proses pembuatan laporan ini. Terima kasih.

getahui : Parit Malintang, 02 Januari 2026
u

JEPPTA M&t{ an PPID Pejabat PPID

Q{_ Sekretarxs KPU Kabupaten Padang Pariaman

&

‘}\\\-' : ‘.ﬁt
v \I ;f'ra

“Tres Nataha Situmorang unaidi



DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN PPID :
1. Formulir Permohonan Informasi Publik Tahun 2025;

2. Formulir Tanda Terima Bahan Informasi Publik Tahun 2025;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman Nomor 04 TAHUN 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman Nomorl2/HK.03.1-Kpt/ 1305/ KPU-Kab/IV/ 2021
tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2023.

4. Bukti Permohonan dan Tanda Terima Informasi Publik yang

dipenuhi oleh Tim Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang
Pariaman;

5. Dokumentasi Serah Terima Data dan Bahan Informasi Publik;
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

REPTTORAN AU PRWLTANS "W

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 8§49 TAHUN 2025
TENTANG

PERUEAHAN REOUS, ATAS REPUTUSAN ROMLSL PEMUILLEAN UMUN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/ 1305/KPU-
Kab/iV/202] TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTLIR PEJABAT PENCELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilithan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Rabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Pejabal Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum RKabupaten Padang Pariaman, serta untuk
meningkatkan kualitasi layanan informasi kepada
masyarakat, periu dilakukan perubahan struktur
organisai PPID serta tugas dan wewenang Pejabat PPID;
bahwa  berdasarkan pertimbangan  scbagaumana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  Umum
Rabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-



Mengingat

= 1 U5

=7

RaD)TV] 2021 temang Pembentukan Strukrur Pejabar
Senuelnly Informasi dan Dokumentas: di Lingkunean
Aonusi Aemifihan Umum Kadbupaten Padang Camanan
Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keverbukaan Informasi Pubitk  (Lembaran Negere
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembraran Negare Pepubiih lodonesie Mo 48444,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 lentang Pengeloiaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Hernta
Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 4561
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilthan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilthan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sehagamimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubanan heling atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata kerja Ronusi Femulthan Umum, Aonmus: Pemufinan
Umum Provinsi, dan Komist Pemilihan Umum
Rabupaten/hota (Berita hegara Kepublk Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan momisi Pemmithan Umum Nemor 3 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Romisi Pemilihnan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Repubitk Indomesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Romisi Prmilihan Umoem Nomor 8 Tahun 2019 entang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan



Menetapkan

KESATU

Umum Provinsi, dan Romisi Pemilihan Umum
ten /Kota (Herita Negars Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 37T},

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 wermang Tugas, Fungs, Susunan Urgarnisas dun
Tata Keria Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
umum, Sekretarat Komus: Pemithan Umam Proveinss
dan Sckretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kaota
Feriva Mepara Repubik indonesia 2020 Nomes L1,
schagaimana telah  beberapa  kali diubah  terakhir
dengan deagan Peraturan Keoansi Pemibhan Umam
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Koousi Pemdliban Uouim Repuhlk lodonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
(rgamisasi dan Tata Kepa Sekretariat Jendera [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik i Kormust Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Romisi Pemilhan Umum
Kabupaten / hota

MEMUIUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN REDUA ALAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAUANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/ 1305/KPU-
Kab/IV/202]1 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DORUMENTASI 11
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2023.

: Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi PPID di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025 scbagaimana tercantum dalam
Lampiran | vang merupakan hagian vang tidak werpisahkan
dari Keputusan ini.



REDUA 1 Menetapkan Perubahan Bagan Strukiur Organisast PPiD a1
Tiootinern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pamaman  Tahun 2025 scbagaimmana tercancunn  dafam
Lampiran Il vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dam Repavasan .
KETIGA : Uraian Tugas Struktur Organisasi PPID di Lingkungan
honusi  Pemilihan Umum Kabupeten Padang Pariaman
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
RESATY tervantum dedam Lanpisan 1 yang, swoapeloan
bagian vang hdak terpisahkan dan Keputusan ini.
RKEEMPAT : Pada saat Kepulusan komisi Pemilihan Umusm Kabupalen
Padang Panaman ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/ 1305/ KPU-
Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentas: di Lingkungan
Komisi Pemilthan Umum kabupaten Madang Panaman
Tahun 2023; dan
2. Reputusan komisi Pemilinan Umum Kabupaten Padang
Paniaman Nomor 198 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Reputusan kRomisi Pemilihan Umum habupaten
Padang Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-
nab/iv; 2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan
Romisi Pemilihan Umum kKabupaten Padang Panaman

Tahun 2023,
dicabmut dan dinyatakan tidak beriaku.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 17 Februarn 2025
"] - KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
e PEMTLINAD KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

L 1 /
RABUPATR FADANG PARIAMAN

Kepals Suh Sagien Teknis due Hukum
1 1ed.

g \%‘ ZAINAL ABIDIN



%=

LAMPIRAN |

KEDUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
LRUTTATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPAIEN

PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-

Kpt/ 1305/KPU-Kab/1V/2021 TENTANG

PFEMBENTUKAN STRUKRTUR  PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTAS! DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG

PARIAMAN TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAR TAHUN 2025

[ No [ Jabatan Dalam PPID | ‘Nama
7 1. | Pembina ' 1. Zainal Abidin

| 2. Dont Eka Putra
{ { | 3. Roza Mendes

= | 4_Sutan Svarif Hidavat
5. Winda Ananti

2. [Tim Pertimbangan  Pelayanan | 1. Winda Arianti
| Informasi | 2. Tres Natal@a Situmorang

RS EESR LN e = USRS 3. Junaxdi
L e, Atnsan Pejabat Pengelola | Tres Natalia Situmorang
Informasi dan Dokumentasi

s

4. | Pejabat Pengelola Informasi dan | Junaidi
fDokumcmam

5. !Tim  Penghubung ammiiaT
, Informasi dan Dokumentasi

{ 1
| ‘.

‘6. | Desk Priayanan Informasi dan |

|| Dokumentasi | 2. Silvia Roza
! Ariadi Rahman
Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 17 Februan 2025
3 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
e il Bt S KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
REKN PoROMISE FEMILIMAN LU
by Ta L NG PAY T MR
Repoin = e .

-,

f ! E!: ZAINAL ABIDIN
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
AT IPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-
Kpt/1305/KPU-Kah/IV/2021 TENTANG
FEMBENTUKAN  STRURKTUR  PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2023

BAGAN STRUKTUR ORCGANISAS)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DORKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

i TIu OCOTIMBANCAN

1. Ketua KPU Kabupaten Padang 1. Winda Arianti (Divis Sosialisas,
Pariaman Pendidikan Pemilibh. Partisipas

2. Anggota RPU Kabupaten Padang Iluyunh!dn_n SOM
‘Pariaman

L. Tren Sealiakia TAMNTTAYE AT,
(Sekretanis)
3. Junsdi (JF PKP)

RESK PELAYANAN INFORMASE Umum, dan Logistik)
. Gustamar (Kasubag

2
Parhubmas dan SDM)

3. Julas Jr: Wertd (Rasubag. Teknms
dan Hulkum)

4. Deds Triraimaads {Kasubag

Saliman sesusl dengan yang asizve -
SEXRETARIAT KOMISE PEMILINAN VML
KABUPATEN PADANG PARIAMAR

Kepais Sub Bsglas Trkais dan Huxam

Ny

- AT A

Perencanaan, Data, dan
Informasa)

Ditetapkan &b Parin Malintang

Pada tanggal 17 Februari 2025
KETUA KOMIS] PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

td.

ZAINAL ABIDIN
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LAMPIRAN 1lI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
LI IPATEN PADANG PARIAMAN

N{)MOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPAIEN

PADANG PARIAMAN NOMOR 12/HK.03.1-

Kpt/ 1305/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR  PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANUG

PARIAMAN TAHUN 2023

URAIAN TUGAS PEJARAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

Pembina PPID berwenang:

2

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di hingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan homisi Pemsilihan
Umum Kabupaten Padang Paniaman.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan
pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka
pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman.

Atasan PFID bertugas:

1

2.

Memutuskan dan mengevaluasi akses di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Pariaman;

Menyelesalkan masalan vang muncul terkalt manajemen pengelolaan
dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Rabupaten Padang Paniaman;

Mengevalusi Kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses

informasi publik di lingkungan Komist Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Panaman;

. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik

di ingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

PPID bertugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan
mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi publik di Jingkungan Komisi Pemiliban Umum Kabupaten
Padang Parnaman;



. Menghimpun miormasi publik dari seiurun uni Kerja di ingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
Menata dan menyimpan inlormast publik vang diperolen dan seluruh

unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan  Umum
Kabupaten Padane Panamnn:

Menyelehwl dan mengujl  nformast publie yang wrmasal dalam
kategon yang dikecualikan;

Menyeiesukan seagketa pelayanan inlormast publik bersama dengan
Sub bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman;

Menyiapkan bahan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan
melibatkan TIM pertimbangan pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
Muwbual dan menvampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada
atasan PPID.

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

18
2.

3.

Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
vang dikuasai masing-masing sub bagian;

penyelesaian sengheta hukum yang beckenaan

Meugkoardinasikan
dengan informasi publik kepada Subbag Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Desk Pelavanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Memberikan pelayanan teknis dan berkoordinast dengan um penghubung
pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang,

Pada tanggal 17 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Tid.

ZAINAL ABIDIN

Ralinan sesmai

SEKRETARIAT nolulr' Fﬂlmm
HABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kepals Sub Baglan Teknis das Hukum

N

SULAS SRI NET™




1. Dokumen Pemohonan Infom

KABUTATEN PADANG PARIAMAN
FORMULIE PERMOHONAN INFORMAS
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2. Dokumen Permohonan Informasi

KABUPATEN PADANG PARLAMAN

FORMULIR FERMOHONAN INFORMAS!
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